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STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
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KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2619/SK'/BAN-pT/Ak-SURV/PT[XV2016

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat (4) Undang_Undang
Republik Indonesia Nomor 12 

- 
Tahu; 2012" ientang

Pendidikan Tinggi, akreditasi perguruan Tinggi dilakukan
oleh Badan Akreditasi Nasional eerguruan f inlii;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal l0 huruf c dan huruf d
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 3i fahun ZO1O tenang
Akreditasi perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BA-N_PT) melakukan ut 

"AituriPerguruan 
_ Tinggi, serta menirbitkan, mengub,arh,- atau

mencabut keputusan tentang. status akeditasi O'an peringtat
terakreditasi peguruan T rnggr ;

c. bahwa berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2016 Tentang perubahun S"totut iirggi
Agama Islam Negeri ponorogo menjadi Institut Agama
Islam.Negeri ponorogo fanggal L+gurt , ZOiO, S"tofuf,ttnggi Agama Islam Negeri ponorogo berubah nama
menjadi Institut Agama Islam Negeri ponirogo;

d. bahwa. berdasar(an pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf q huruf b _dan [uruf c, 

-perlu 
.*"tupf.rn

Keputusan Badan Akreditasi 
- 
Nasional f..luruui 

-iinggi
tentang Status Akreditasi dan peringkat Terakreditasi
Perguruan Tinggi Institut Agama Islam N"g".i- foroiogo,
Ponorogo.



Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

: l.

-2-

lndang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik fraor"riu'ful,un ]i'DNomor 158, Tambahan Limbaran N.cil-ii;rbli;
Indonesia Nomor 5336);

Peraturan 
_Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi

_\epublik Indonesia Nomor 44 Ta-hun 2015 ,."t""g'St"rii,
Nasional Pendidikan Tinggi;

leralufn Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinssi
Republik Indonesia Nomor 3i ranun ZOrO tental"g
Akreditasi Program Studi dan perguruan Tinggi;

fen{gg }49nteri Rise! Teknotogi dan pendidikan Tinggi
No. 328/tvl/KPT/20t6 tentang Anggota newan eke-k;fri
rraoan Akreditasi Nasional pendidikan Tinggi periode
Tahur.2016-2021.

5"p11:u1, Y"n,.ri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinssi
No. 344/WIQT/ZOI6 rentang pJngangkatan--Ke;;Tfi
Setcetaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris
Dewan Eksekutif Badan Akreditasi N"ri;i'p;;eili[r;
Tinggi Periode Tah un 2016-2021 .

I.<3nu!ysa1 r+at pleno Majelis Akreditasi BadanAkeditasi Nasional perguruan Tinggi tanggal 3 N"";;;;
20t6.

MEMUTUSKAN

KE?UTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKRfiii;iIDAN PERINGKAT TERAKREDITASI PTN_CtNiUiii
TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ptJi.io-Tibcb,
PONOROGO

Keputusan Badan Akeditasi Nasional persuruan TinooiNomor I l 46ISK/BAN-pT/ pked/pTN[i6iO--"r""ffi
Status. Akredirasi dan peringkat f.ruLr.aiari p.;;;;;
I lnggl Sekotah Tinggi Agama lslam Negeri porioroeo.
r.onorogo bertaku sampai dengan 3l Juli 2016

Menetapkan Status Akreditasi dan peringkat Terakreditasi

I::q:y lllrri.lnstitur Asama rrrurn 
-r.r.g.ri 

eonoffi,
ronorogo sebagai berikut:

a. Status Akreditasi : Terakreditasi:
b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 322

J.

4.



KETIGA

-J-

Nilai Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan
Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA
berlaku sampai dengan tanggal 14 Jlli 2021 .

Nilai Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan
Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat
dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila
Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat
Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal I Agustus 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2016

KETIGA

KELIMA

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi

5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan pendidikan Tinggi -
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan

7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan
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